[image: image1.emf]
[image: image2.png]




PERATURAN DESA  NGENDUT
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DESA  NGENDUT
NOMOR  9  TAHUN 2021
TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGENDUT
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGENDUT
	Menimbang
	:
	a.
	Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngendut  Nomor 8 Tahun 2021;

	
	
	b.


	Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud dalam hutruf a merupakan dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

	
	
	c.
	Bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  Desa  Tahun  Anggaran 2022.

	Mengingat
	:
	1
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

	
	
	2
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

	
	
	3
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);


	
	
	4
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5864);

	
	
	5
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

	
	
	6


	Peraturan Presiden Republik Indonesia No.  87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 199);

	
	
	7
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Dan belanja Negara Tahun 2022. Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 260.

	
	
	8
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

	
	
	9
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114  Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

	
	
	10
	Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

	
	
	11
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47);

	
	
	12

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	
	
	13
	Peraturan menteri Keuangan Repblik Indonesia Nomor 190/PMK 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1424.

	
	
	14
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)  

	
	
	15
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);


	
	
	16
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

	
	
	17
	Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala  Desa (Lembaran  Daerah  Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);

	
	
	18
	Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3);

	
	
	19
	Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran  Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 4);

	
	
	20
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15);

	
	
	21
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 19);

	
	
	22
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 21);

	
	
	23
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 52);

	
	
	24
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 14);

	
	
	25
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PonorogoNomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 69);

	
	
	26
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;  (Berita Daerah kaupen Ponorogo Tahun 2021 Nomor 98).

	
	
	27
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  ( Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38);

	
	
	28
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 42);

	
	
	29
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);


	
	
	30.
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarakan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ponorogo  (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 79);

	
	
	 31
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 92);

	
	
	 32
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 37);

	
	
	 33


	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 144 Tahun 2020 tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 114);

	
	
	34
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 107 Tahun 2021 tentang perubahan atas peryuran Bupati Ponorogo Nomor 167 Tahun 2020, tentang penetpan alokasi dana desa kepada setiap desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021. ( Berita daeah kabupaten Ponorogo tahun 2021 Nomor 107)

	
	
	 35
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2021 tentang   Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten  Ponorogo Tahun 2021 Nomor 90)  

	
	
	 36
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 102);

	
	
	 37

	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022  (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134);

	
	
	38

	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa  setiap desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 64);

	
	
	39

	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pertiran Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 108);

	
	
	40
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 109.) 

	
	
	 41
	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 167 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 167);


	
	
	 42
	Peraturan  Desa  Ngendut  Nomor  8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2025  ( Lembaran Desa Ngendut  Tahun 2018  Nomor  8 );

	
	
	 43
	Peraturan  Desa  Ngendut   Nomor  2  Tahun 2019  tentang  Susunan   Organisasi dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Ngendut  Tahun 2019 Nomor 2 );

	
	
	 44
	Peraturan Desa Ngendut  Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngendut  Tahun 2021 Nomor 1);

	
	
	 45
	Peraturan Desa Ngendut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Ngendut  Tahun 2022  (Lembaran Desa Ngendut  Tahun 2021 Nomor  8 );

	
	
	 46
	Peraturan Desa Ngendut Nomor 07 Tahun 2021  tentang  Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngendut  Tahun 2021  Nomor 11);

	
	
	47
	Peraturan Kepala Desa Ngendut Nomor 6  Tahun 2021 tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ngendut  Kecamatan Balong Tahun Anggaran 2022 ( Berita   Desa Ngendut  Tahun 2021 Nomor  6);

	Memperhatikan
	:
	 

	
	
	1
	Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 2020 Nomor: 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;

	
	
	2
	 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Tanggal 21 Desember 2021Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron, 

	
	
	3
	Surat menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  Berbasis Mikro dan Pelaksanaan    Posko    Penanganan    (COV/D-19) di Tingkal Desa.

	
	
	4
	Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 16 April 2020 Nomor : 9/PRI.00/IV/2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;

	
	
	5
	Surat Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tanggal 17 April 2020 Nomor : 04448/D.2/04/2020 perihal Masukan Untuk Penajaman Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

	
	
	6


	Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

	
	
	7


	Intruksi menteri desa pembangunan nomor 01 tahun 2021 tentang peggunaan dana desa tahun 2021  dalam pelaksanaan pemberlakuan pembataan kegiatan skala mikro di desa

	
	
	8


	Intruksi mendagri nomor 03 tahun 2021,tenang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyrakat berbasis mikro dan pembentukan posko penangnan corona, virus diseiase di tngkat desa dan kelurahan untuk pengndalian penyebarab corona virus disease 2019


	
	
	9
	Instruksi   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 April 2020 Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

	
	
	10
	Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 411.2/3300/112.2/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;

	
	
	11
	Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/885/405.29/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Ponorogo;

	
	
	12
	Instruksi Bupati Ponorogo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Tanggal 16 Maret 2020;

	
	
	13

	Keputusan   Bupati    Ponorogo    Nornor :         188.45/4 77/405. 01.3/2021 tentang  Pemberlakuan  Pembatasan   Kegiatan   Masyarakat  Berbasis Mikro  dan  Pembentukan Posko  Penanganan Corona   Virus  Disea 2019  (COV/D-19)  di  Tingkat  Desa dan Kelurahan untuk  Pengendalian  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo

	
	
	 14

	Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Kepada Masyarakat Bulan Januari-Desember Tahun Anggaran 2022.


Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGENDUT
dan

KEPALA DESA NGENDUT
MEMUTUSKAN
	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGENDUT  TAHUN ANGGARAN 2022


Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngendut Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :         
	1.
	Pendapatan Desa
	
	

	
	· Pengelolaan Tanah Kas Desa
	Rp
	95.018.000,-

	
	· Alokasi Dana Desa
	Rp
	434.834.000,-

	
	· Dana Desa
	Rp
	755.104.000,-

	
	· Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah

· Bantuan Keuangan Kabupaten
	Rp

Rp
	36.698.970,-

13.250.000,-

	
	· Pendapatan Lain Lain yang Sah
	Rp
	7.600.000,-

	
	Jumah Pendapatan
	Rp
	1.342.504.970,-

	2.
	Belanja Desa
	 
	  

	
	a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
	Rp
	481.443.321,-

	
	b. Bidang  Pelaksanaan Pembangunan
	Rp
	255.336.000,-

	
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat
	Rp
	143.543.000,-

	
	d. Bidang Pemberdayaan
	Rp
	147.521.200,-

	
	e. Bidang Penangglangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
	Rp
	302.400.000,-

	
	Jumlah Belanja
	Rp
	1.330.243.521,-

	
	Surplus/(Defisit)
	Rp
	12.261.449,-


	3.
	Pembiayaan Desa
	
	

	
	3.1.
	Penerimaan Pembiayaan
	
	

	
	
	- Silpa Tahun Lalu
	Rp
	7.738.551,-

	
	3.2.
	Pengeluaran Pembiayaan
	
	

	
	
	- Penyertaan Modal Bum Desa
	Rp.
	20.000.000,-

	
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )
	Rp
	(12.261.449),-

	
	
	
	

	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan
	Rp
	0,-


Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan  APBDesa.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa  Bulu kidul


Ditetapkan di  :  NGENDUT  


Pada tanggal   :  31   Desember 2021
KEPALA DESA NGENDUT ,

                                                   ttd



                                   
WADIYEM
Diundangkan di Ngendut
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA NGENDUT
                  ttd

             WARNI 
LEMBARAN DESA NGENDUT  KECAMATAN BALONG NOMOR 9 TAHUN 2021
Salinan sesuai dengan aslinya

       SEKRETARIS DESA NGENDUT
WARNI
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